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LAMPIRAN

Daftar pertanyaan dengan Bapak Moh. Hawary Dahlan S.H., M.H

|10

Apa yang dilakukan Kanwil Jateng dalam program pelayanan publik berbasis
HAM?

Apa yang dilakukan Bapak lakukan dalam program 1ni?

Program apa saja yang telah dilaksanakan Kanwil Jateng dalam memenuhi
indicator-indikator pelayanan publik berbasis hak asasi manusia

Bagaimana relevansi antara program pelayanan publik berbasis hak asasi
manusia dengan AUPB?

Apakah dalam pelaksanaan program pelayanan publik berbasis HAM terdapat
kendala?

Apa saran Bapak/Ibu untuk program pelayanan publik berbasis HAM?
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